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HAK-HAK MUSTAHIK DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT 

(STUDI PROSES PENYELEKSIAN PENERIMA ZAKAT DI 

BAZNAS KOTA PADANG) 

(Genta Alvandano, 2110112224, 75 Halaman, Dr. Devianty Fitri, S.H.,M.Hum., Dr. 

Yasniwati,S.H.,M.H., Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2026) 

ABSTRAK 

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada 

yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah Indonesia mengatur 

pengelolaan zakat secara resmi melalui peraturan dan badan amil zakat guna memastikan 

penyaluran zakat tepat sasaran dan sesuai syariat. Pengelolaan ini melibatkan lembaga 

resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota. Namun dalam praktek di lapangan seperti di Kota Padang dalam praktik 

pendistribusian zakat ada kendala yang timbul yaitu pendistribusian zakat oleh BAZNAS 

Kota Padang yang belum merata dengan adanya kendala seperti ketidaktahuan sebagian 

mustahik tentang cara mendapatkan hak zakat mereka dari BAZNAS, kurangnya 

ketersediaan sumber daya manusia untuk menjangkau lini terkecil, dan juga kurangnya 

penerapan teknologi digital di BAZNAS Kota Padang, dimana hal tersebut masih belum 

sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat yang mengatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia berasaskan salah satunya 

asas keadilan. Serta belum sesuai dengan teori jalan tengah menurut Ibnu Miskawayh. 

Oleh karena itu rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana 

pelaksanaan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang 

berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan 

kendala serta solusinya. 2. Bagaimana Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem 

Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Padang Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian yuridis empiris dengan melihat ketentuan normatif serta 

bagaimana penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan prinsip 

keadilan belum terimplementasikan karena 31 dari 50 orang mustahik belum merasakan 

manfaat dari zakat yang mana untuk mengimplementasikan prinsip keadilan maka 

BAZNAS harus membagi dana zakat tersebut sama rata kepada seluruh mustahik di Kota 

Padang tanpa ada sisa. Untuk kekurangan informasi yang dialami oleh para fakir dan 

miskin di Kota Padang, diharapkan BAZNAS dapat melakukan sosialisasi lebih luas lagi 

dengan mengoptimalkan perkembangan zaman yaitu melalui konten media sosial, 

aplikasi, ataupun website yang bisa digunakan agar dapat mencapai keadilan dan 

kemerataan pendistribusian zakat. 
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THE IMPLEMEMTATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN 

FULFILLING THE RIGHTS OF MUSTAHIK IN ZAKAT 

DISTRIBUTION  

(A STUDY OF THE ZAKAT RECIPENT SELECTION PROCESS AT 

BAZNAS OF PADANG CITY) 

(Genta Alvandano, 2110112224, 75 Pages, Dr. Devianty Fitri, S.H.,M.Hum., Dr. 

Yasniwati,S.H.,M.H., Civil Law, Faculty of Law, Andalas University, 2026)  

ABSTRACT 

Zakat is an asset that must be paid by a Muslim to be given to those entitled to receive it 

according to Islamic law. The Indonesian government regulates the management of zakat 

officially through regulations and zakat collection bodies to ensure that zakat distribution 

is on target and in accordance with Islamic law. This management involves official 

institutions such as the National Zakat Collection Agency (BAZNAS) at the central, 

provincial, and district/city levels. However, in practice in the field such as in Padang 

City, there are obstacles that arise in the distribution of zakat by BAZNAS Padang City 

which is not evenly distributed with obstacles such as the ignorance of some mustahik 

about how to obtain their zakat rights from BAZNAS, the lack of human resources 

available to reach the smallest line, and also the lack of application of digital technology 

in BAZNAS Padang City, where this is still not in accordance with Article 2 of Law 

Number 23 of 2011 concerning Zakat Management which states that zakat management 

in Indonesia is based on one of the principles of justice. And not in accordance with the 

theory of the middle way according to Ibn Miskawayh. Therefore, the formulation of the 

problem taken in this study is 1. How is the implementation of zakat distribution in the 

National Zakat Agency of Padang City based on Law number 23 of 2011 concerning 

Zakat Management and the obstacles and solutions. 2. How is the Implementation of the 

Principle of Justice in the Zakat Distribution System at BAZNAS Padang City The 

research method used is an empirical juridical research method by looking at normative 

provisions and how they are implemented in society. The results of this study indicate that 

the principle of justice has not been implemented because 31 out of 50 mustahik have not 

felt the benefits of zakat, where to implement the principle of justice, BAZNAS must 

distribute the zakat funds equally to all mustahik in Padang City without any remainder. 

For the lack of information experienced by the poor and needy in Padang City, it is hoped 

that BAZNAS can conduct wider socialization by optimizing the development of the times, 

namely through social media content, applications, or websites that can be used to 

achieve justice and equality in zakat distribution. 
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